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Manimbang

Menetapkan

PERATURAN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
NOMR : 5 TAIUN 1975
TRNTANG
GARIS SEMPADAN

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DAFRAH TINGKAT II BANYUMAS.

¢ 1, Bahwa dengan makin meningkatnya pembangunan dalam kota-kota’ !
dl wilayah Kabupaten Dacreh Tingkat II Bamyumas, meka diper- :
lukan landasan pengaturan garis sempadan yang lebih seosuaij ‘

2, Bahwa dengan demikian landasan pegangan pengeturan yang ada

perlu disesuniken dan ditingkatkan dalam bentuk Peraturan
Daerah;

3, Bahwa untuk mernyeleraskan dengan perkembangan dipandang te- H
pat untuk penentuan garis sempadan dengan berpedoman pada 3 f
Rencana Induk Kota Purwokerto yang telah disyahkan oleh De- i
wan Perwaldlan Rakyat Daerah Kabupaten Baryumas, ,:

¢ 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 197/ temtang Pokok-pokok Peme-
rintahan di Daerah; s g
2. Undang-undang Nomor' 13 Tehun:1950 tentang Pembentukan Deereh
Kebupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-undang Nomor 20 Talum 1961 temtang Pencabutan Hak-hak
Tanah dan Benda-benda yang ada diatasnya;

4. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Eabupa-
ten Baryumas Nomor 19/3/VI/DPRD/73 tanggal 17 Nopember 1973
tentang Sumbangen Pokok-pokok Pikiran Dewén Perwakilan Rak-
yat Daerah Tingkat II Kabupaten Bamyumas; '

5. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barmyumas
Nomor 5/3/VI/DPRD/7/ tanggal -5 Nopember 197/ tentang Rencana
Induk (Mﬂste_sr Flan) Kota Purwokerto Tahun 1972 - 1992.

Dengan persetujuan Dewan Perwekilan Rakyat Daereh Tingkat II
Banyumas, = L S BT

MEMUTTU S5 KA N
PERATURAN DAERAH TINGKAT II BANYUYAS TENTANG GARIS SEMPADAN,
BLE L. %
KETENTUAN UMUM, -
Pasal 1,
. Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
a. Kepala Daerah : ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bamyu-

mas,
b. Dewan : ialah Deven Perwakilan Rakyat Daereh Tingkat
‘ IT Baryumas,
¢. Jalan : ialah semua jalan yang terbuka untuk l2lu~

lintas wmm yang pengeloleannyn menjadi we-
wenang Pemerimntah Kabupaten Daerah Tingkat
I1 Banyumas.
d. Sumbu jalan : ialsh garis di tengah-tengeh jalen, yang
membujur searah dengan jalen yang bersang-
kutan, |
e, Lebar jalan’ ¢ ialah lebar lapisan tenah pada bagian yang
' lurus, berbatas pada geris sempadan betas
pekarangan, .

f.'G_a_ﬁLmum.A.u
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il n ; 4 !
¢, Oarda Sempadan ! dalah gards 41 begion tepi jalan yang me-
rupakan gards dalam jarak tertentu dengan
ounbu jalan,
s Pangunan ¢ 1alah bangunan totep maupun tidak tetap.

1

=

. Batag pokarangan ¢ inlah geris yang membatasi sebidang tanah
dongan sosuatu jalan baik berupa bangunan,
tanaman maupun benda-benda yang lain,

1. Kota t 1alah kota Kecamatan keatas.

DAB 1II. -
GARIS SEMPADAN DAN NAMA JALAN,

Papal 2, .
Batas goris sompadan dibedakan antera :

a, garis sempadan batas pekarangan;
b. goris sempadan bangunan pertokoan;
c. garis sempadan bangunan perumahen,

Pasal 3, . -
Untuk menetapkan geris sempadan, golongan dan lebar jalan di- (‘
tetapkan @ "
a, jalan utama protokol : 37 meter;
b, jalan utama : 32,6 meter s/d 33 meter;
¢. jelan utama regional : 26,6 meter s/d 30 meter;
d. jalan sekunder : 11,6 meter s/d 14,6 meter;
e. jalan tertiair : 9,6 meter s/d 12,6 meter; .
f. jalan penghubung : 9 meter s/d 12 meter,
Pasal 4.

Jika ada dua jolan berdampingan, meka masing-masing dipandang
sebagai jalan sendiri-sendiri.

Pasal 5.
(1). Bagi jalan galian yang letaknya lebih rendah dari bidang

tanah di kanan-kirinya, garis sempadan bangunan sekurang-
kurangnya 2 (dua) meter dari serongan bagian atas,

(2). Bogi jalan timbunan yang letalmya lebih tinggi deri bidang r
tanah di kanan-kirinya, garis sempadan bamgunan sekurang-
kurangnya 2 (dua) meter dari serongen bagian kaki,
(3). Bagi suatu tikungan dalam, garis sempadan bangunan terletak
pada garis lengkung yang merupekan perbatasan dari tali bu-
sur - teli busur yang masing-masing menghubungkan dua bush
titik di sumbu jalan dan yang meliputi suatu busur sepen-
jang : 54
a. 3 Etlga; kali lebar jalan untuk dalam kote; -
b. 5 (1ima) kali lebar jalan untuk luar kota, ,

‘(4). BE_lgi Jalan persimpangan, garis ‘sempadan bangunan adalah
sisi jajaran genjang yang geris sudut-memyudutnya dibentuk
oleh surbu jalan sepanjeng :

8, 3 (tiga) kali lebar jalan wntuk dalem kota;
be 5 (lima) kali lebar jelan untuk luar kota,
' Pasal 6,

(1). Garis sempedan batas pekarangan adalah geris yang merupa-
" kan bagian tepi dari jalan yang bersanglartan,

(2). Caris sempadan bangunan pertokoan adeleli sams dengan geris
' sempadan batas pekarangen,

(3). Garis sempadan bangunan perumahan sekurang-kurengrya ber- |
. jarak 4 (empat) meter dari garis sempadan batas pekarangan.

]
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Fagal 7,
Dangan Reputusan Dewan ditetapkan nama-nama jalan.
BAD I,
LARANGAN,
Pogal 8,
DMlarang t

(1),

(2).

a. mendirdkan bangunan ateu menggali tanah dalam garis
s(srlpndnlﬂ

b, menanan atau merbiarkan tanaman tumbuh lebih tinggi dari
1 (satu) moter di bagian dalam tilungan;

¢, memasang suatu bonda di ates Jalan pdda ketinggian kurang
dard / vrn\':nt) netor; :

d, membuat batas pekarangan 3 3
- untuk dalam kota Purvokerto, -lebih tinggi dari 75 cm.;
- untuk kota-kota loinmyn, lebih tinggi dari 150 cm,

Termasuk artil mendiriken adaleh memperbaharui atau merobzh
sehingga berbentuk baru,

Pasal 9.

Dengan tidak mengurangl ketentuan seperti dimaksud dalam pasal 8

Peraturan Dacreh ini, dilarang mendirikan bangunen :

a. delam jarak kurang dard 10./(sepuluh) meter diukur dari simbu
tanggul seluran pengairan yang dikuesai oleh Pemrintah;_ :

b. antara stluran pengairan dan jalan atau tanggul di sepanjang
saluran itu, apsbila oleh Kepala Daersh tanah tersebut dipan-
dang tidak mememuhi syarat. e :

().

(2).

(1).

(2).

L

Pasal 10,

Untuk kepentingan keamanan lalu-lintas Kepala Daereh &apat
memerintahkan : ‘

a., mengurangi tinggi sesuatu batas pekarangan dari ukuran
yang telah ditetapkan; i

b. menebang pohon-pohon, meniadakan timbunan-timbunan yang
berade dalam pekerangan yang berbatasan dengan garis
sempadan, baik sebagian maupun seluruhnya,

Kepada yang bersangkutan seperti dimaksud dalam ayat (1)

pasal ini diberikan ganti rugi yang besarmya ditetapkan

oleh Kepala Daerah,

BAB.IV,
S A NES.-% 5
Pasal 11.

Berangsinpa melanggar ketentuan-ketentuan seperti dimaksud
dnlam pasal & dan 9 Peraturan Daerah ini, dihukum dengan
miumen kurungan selarp-lamanya 6 (enam) bulan atau denda
setinggi-tingginya §.50.000,-- (limapuluh ribu rupiah),
Dengan tidak mengurangi ketentuan seperti dimaksud dalam
ayat (1) pasal ini, kepada pelanggar diwajibkan meniadeken
segala sesuatu yang didiriken, ditanam atau dipasang, yang
bertentangan dengan Peraturan Deerali ini dalam waktu yang
telah ditetapkan. ;

Pasal 12. k \

‘
Tidak dilaksenakennye perimtah seperti dimaksud dalam pasal 10
ayat (1) dan ketentuen pesal 11, ayat (2) Peraturan Daerah ini,

setelah

Dipindai dengan CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

g
!' -
e o

i
HUA

Y, Pervakilan Rekyat Daerzh

-‘.’—

entoloh terldih dalulu dindeaken teguran, Kepale Daerch dapes
remerintehlan peluksanaanryn kepads petugas Femerinteh, sedang
perbeayranrye dibebankan kepada yang bersangkuten. o

Fagal 13,

Yang diwejibken nengusut pelanggeren Peraturen Deerzh ini edelan \
Kepala Pekerjaan Umun Kaburaten Daerah Tingket II Banyumas etan \l
petugns yang ditunjuk olch Kepala Deerch,

BAD V., \

KETENTUAN FENUTUP,

Pasal 14,
Peraturan Ducroh ind disebut "PERATURAN DAERAH TENTANG GARIS
SEMPADAI™,
Posal 15,
(1). Peraturen Decrah ini milai berleku sejak diundengkan,

(2). Dengen berlakunya Pereturan Deerah ini, tidek berlaku lagi

segaln 1endasan pengaturan garis sempadan yang pernah di-
keluarken oleh Pemerimteh Kabupeten Daerah Tingkat IT Ba- .
s,

\ngkat IT Benyums.
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PERATURAN DATRAM KABUPATEN DALRAH TINGKAT II BANYUNAS
NOMOR :. 2 T.ITUN 1979.
TCNTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SIIRETARIAT WILAYAH / DAERAH DAN SZKKE-
PARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAZRAH ILABUPATEN DALRAH TINGKAT IT BANYUL .S

Meninbang

Nengingat

. DENGAN RAKHIIAT TUHAH YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUIAS

t 1, Bahwa dengen diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Dalecn
Negeri Republik Indonesia liomor 130 Tahun 1978 tontazngcPudon-
¢ Susunan Organisaei dan Tate Xorja Sckretariat 7ilaysh/Da -
orph Tingkat II, Sekrotoriat ¥oteradye Daoralr Tingkat II dan
Sokrotariet Dewven Perweclilan Nckyat Dacreh Tingkat II, pa¥e -
Susunan Organdipael den Tate Korja Sclretariet Drurabh Kobupe -

- ten Danyucas .yang diteteplnn dengan Surat Xeputusan Dupatl Xe
Kepele Daersh Krbupaten Banyunas lomor 190/I/2/XDil Tahun 1974
perlu ditinjau kembzali .

2. Bahwa sesuai dengaen Pasal 47 Undeng-Undang - - Nomor § Tahun
1974 maka Susunan Organisasi dan Tate Kerja Sekretariat 7ilayal/
Daerah dan Sekretarial Dewan Perwakilan Rakyet Daerah perlu
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

: 1. Undarg Undang Nomor 5 Tahun 1974, Tentang Pokok-Pokik Pemarin-
tahan di Deserah.

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Tentang Pembsntucen Deerah-
Dperah Kebupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.

3. Keputusan lenteri Dalam Negeri Republik Indonasia Nomor 13C
Tahun 1978, Tentenr Pedoman Susunan Organisasi dan Tota Kerje
Sekreteriat Wilayah/Daerah Tingkat II, Sekretariat Kotamndy=
Daerah Tingkat II den Sekretariat Dewnn Perwakilan Raliynp
Daerah Tingkat II, '

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyai Daerah Kabupaten Deerah Tinglat II

Banyumas,

Menetepken

MEMUTUSEKAN

: PERATURAN DAZRAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS, TEND.IG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TAT/ KERJA SEKRETARIAT WILAYAH/D,LRAN
DAN SEKRETARIAT DEVAY PERVAXILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEZD DLUPAM
TINGKAT II BANYUMAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM |
Pasal 1
Dalrm Peraturan Daerah ini, yomp dimaksud dengan :

a. Kepela Daerah ialeh Bupati lepala Daerah Tinpikat IT Hanyuuso;

b, Dewan Perwakilan Rakyat Deerah ialah Dewan Perwakilsn Relrvot
Daerah Kebupaten Daerah Tingkat II Banyumes ;

c. Wilayah / Daerah ialgh ﬁiluy:h / Daerah Kabupnten Daer: .
Tingkat II Banyumas,

S
e ———— W = = — e —
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SEKRETARIAT WILAYAH / DAERAH
Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi
Pagal 2

(1) Sekrotariat Wilayah / Daerah odaleh unsur Staf yan; langsung berada

dibewah den bertanggung jawab kepada Kepalon Daerah dalam menyelenggarakan
Pemerintahan di Daerah, '

(2) z:krctariet Wiloyah / Daereh dipimpin oleh scorang Sekretaris Wilayah /
eroh.

Pagal 3
Tugas Pokok Sekretariat Wilayah / Daerah adalch :

8. menyelenggarakan pombinasn administrasi, organisagi dan tata laksana terhe-
dap seluruh unsur delam lingkungan Pemerintah Daerah;

b. memberikon pelayesnan tekhnis dan administratip kepada Kepala Daerah dan
seluruh Perangkat Wilayah ; :

O. membantu Kepala Daerah dalam menyelenégérakah Pemerintahan dan Pembangunan

Daerah,
Pasal 4

Untuk menyelenggaralon tupas - tugas pokok seperti dimeksud dalam pegal 3
Peraturan Daerch ini, Bekretarigt Wilaynh / Daerah mempunyai fungsi @

2. koordinasi dalam erti mengetur den membdinc kerja sama, mengintegrasiken
dan mensinkronisasilcn seluruh edministrasi, terncsuk  goppkgordinasiken
Penyusunan Perstursn peraturan Drerah j

b. velsyonan dalem arti memberikon pelayenon telkhnis d-n administratin bopi
seluruh satusn orgonisasi dolam lingkungah Pemerintaph Daernh,dsn seluruh
peranpkat y~ng bersangkutan ; ‘

€. perencanaan dalam arti mempersiepk~n rencena, menyusun program dan monilei
pelaksanaan rencane berdasarkan kebijnksetaan dan peraturan Perundenp-
undangan ;

d. pembinaan administreasi dalam arti mombina Yrusan tata usaha, mombinn dan
mengelols kepegawoion, mengelola keurngan fon perbekalen serta mengadnkan
hubungan dengan Lembaga lcmbaga resmi dan Masyaraknt ;

e, pembinaan organisasi dan tatalaksana dalgm arti melakukan penclition dan
pengembangan dalan raongka pembinann dan memelihara seluruh kelombagaen
dan ketatalaksanaannya ; :

.fe keamonenan dan ketertiban dalom orti membina dan memelihero keansnan sertn

kotertiban kedalom,
Pasal 5

Secara hirorkhis, Sekrctariat Wilayah / Deerah terdiri dn;i Beogian-hagian
dan Sub Bpogien - sab bagian,

Pasal eesee

o T & ' rr— 0
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Pasal 6

(1) Podo Sokratorint Vilayah / Daerch dindekcon Asisten Sekretaris Tilayah ,/
Dserah sebanynk banyaknya 3 (tiga) oreng,

Rt e

(2) ‘Asisten Sekroteris Wilaysh / Daerah, adpla™ unsur pembantu den bertangrun; {
joweb kepada Sekretaris Wilayeh / Daerah.

(3) Secera hirarkhis, asisten Sekretaris Wilayeh / Daers: membewehken Bagian-
Bmml

(4) Jumlah den pembidangan tugas Asisten Sekretaris Wileysh / Daersh diteterkan
dengan Keputusan Kepala Daersh dengan mengingat ketontuan seperti dinm=irsud
delem ayat (1) den (5) pasel ini. _

(5) Pelnksannen ketcntuan seperti dimaksud dalam ayat (1) pasel ini sotelch
mendepat persetujuan dari Menteri Dalem Negeri,

Pasal 7

Bagien - bagien seperti dimaksud dalam pasal 5 Persturan Daerah ini adolah :
a. Bagian Pemerintshan;

& ..

¢, Bagian Keuangan;

Baglan Hukum, Organisasi dan Tatelakasnag

d. Bagien Perskonomianj
e, Bagi-n Pembangun-n;
f. Bagian Kesejshteraan Rakyot;
» Bagian Umum, Hubungan Masyarakat don Protokol;
h. Bagian Kepegawaian.
Bagien Kedue

Bagian Pemerintahan

N

Paspl 8

Bagian Pemerintzhen mempunyai tugas melaksenakam seba
Wilayah / Daerah dalam bidang Pemerintahan,

e ——e

clan tupes Sekretariat

Pasal 9

Untuk menyelenggarekan tucas seperti dimoksud dalen passl 8 Peraturcn Daerch
ini, Bapian Pemerintchan mempunyai fungsi :

a. melalkukan persispan segale sesuati unmtuk menyolesaiken nnsaleh ddbic-.r
ketotaprajaan, peéngembangan perkotaan, pemerintohen Dese dcn kepondudukrn ;

b. melakukon kegiectan dibidang ketateprajaem,. penrembangen perkotasn, proerin-
tohan Desz, kependudukan d n ketertibang

c. menyelenccarakan tata usahc bagian,
Pasal 10

Bagian Pemerintahan terdiri dari :

a« Sub Bagien Tatoprajd;-

b. Sub Barian Pengembengan Perkotasn;

¢. Sub Bagian Pemerintahan D®se;

d. Sub Darlrn Kenen.ceas

R T SR T Y o ——— - ?
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d. Sub Bagian Kependudukan;
0. Jub Bagian Ketertiban,

Pasal 11 |
Sub Bagian Tatapraja mempunyai tugas :

8, menerima, mensistimatisasikan, menganalisa dan mengevaluasi laporan-laporan
tontang pemerintahan dari Kepala Pemerintahan Wilayah Kecamaten;

b, mempersiapkan pengangkatan dan pemberhentian anggota dan Pimpinan Dewan Per-
wakilan Rakyat Doerah; &

c. mempersiapkan segala bahan yang berhubungan dengan pencalonan, pengusulen,
pengangketan dan pemberhentian Kepala Daerah, Pembantu Kepala Daerah, Seckre-
Eﬂri& ilayah/Deerah serta pengangkatan dan pemberhentian Kepala Wilayah

ecamatan; ;

¢ mempersiapkan pembentukan, penghapusan, perubahan batas/nama Wilayah/Dasreh
Tingkat II, Pezbantu Kepala Daerah dan Wilayah Kecamatan serta pemindahan
atau perubahan nama Tbukeota Wilayah/Daerah Tingkat II dan Wilayah Kecamatan;

. mempersinpkan petunjuk-petunjuk tentang penyelenggaraan Pemerintahan di
Wilayah Kecamatan;

f. wenyelenggarakan kegiatan-kegintan dalem rangka Pemilihan Umum menurut Per -
@ aturan Perundang-Undangan yang berlaku,

Pasal 12
Sub Bagian Pengembangan Perkotaan mempunyai tugas :
% mengumpulkan, mensistimaotisasikan dan mengolah data pengembangan perkotaan;
b. wemelihara dan menyajiken dokumentasi, informasi pengembangan perkotaan;
¢, merumuskan petunjuk-petunjuk dan kebijaksanaan pelaksanaan pengenbangan
perkotaan;
d. menyeclenggarakan kegiatan-kegiatan untuk perkembangan perkotaan;
€. menyclenggarakan kerjasama antar kota;
f. menyelenggarakan pengurusan surat menyurat dan kearsipan;
8. menyelenggarakan perumusan naskah laporan,
Pnsal, 13
Sub Dagian Pemerintahan Desa mempunyai tugas :

@ a, mempersiapkaun ketentuan-ketentuan tentang penggabungan, pemekaran, perubah-
an dan penghepusan Desa; :

b, mempersiapkan ketentuan-ketentuan tentang pemilihan, pengangkatan dan pea -
verhentian Pambng Desa (keouali Kepala Desa) surta mgngawasi pelaksanaannyaj

c., mempersiapkan ketentuan-ketentuan tentang panyslenggaraan dan penga.anm i
Pemerintahan Desa;

d, mempergiopkan petunjuk-petunjuk tentang penghasilan Dusa dan penggunaannya
serta pemeliharaoan harta kekayaan Desa,
Pasal 14
Sub Bagian Kependudukan mempunyai tugas :
a, menyelenggarakan pendaftaran penduduk, termdsuk Orang dsingj

b, menyusun petunjuk-petunjulc tentang pelakganean |pembuaton akte perkawinan,
akte pengenal dan lain-lain akte sesuni dengan |peraturan perandangan yang
berlaku;

o. merencanakan segala kegiatan untuk memperloncar pelakeconan transmigrasi
lokal maupun nasionalj;
d. membina kegiatan yang bersangkutan dengan nasalith ke tenaga kerjaan dwn
perburuhan di Daerahj
e. memperlancar segala kegiatan pelaksannan Epluarza Borencana.
Pasal 15

Bapian Ketertiban mempunyai tugas @
o ?g el b e S a, pengikutd ....

E— B
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a, mengikuti mengumpulkan, mensistimatiggaikan dan mengehalise laporan<lapor-
an dan peristiwa-peristiwa yeng menyangkut ketentramen den ketertiban
umum 3

b, menyusin petunjuk-petunjuk pengemanaen peleksenaan Peratursn Daersh dan
peraturan perundang-undangen leinnya, serta mengofzkan hubungan dergen
Instansi lein delam rangke intensifikasi penyidikan terhedap pelanggaran
Pernpturan Daerah dan peraturan perundang-undangan leinnya;

c. turut merencanskan penyelesaian perselisihan perburuhen ;

d. memberikan pertimbangen yang berhubungan dengan kegiatan dalem pemberien
iJin yang menyangkut ketertiban umum;

e. mempersiapkan rencana penggunaan dan pembineen Poliei Pamong Praje,

Bagian Ketiga
Bagian Hukum, Organisasi dan Tetaleksens
Pasal 16

Baglan Hukum, Orpanisasi dan Tatalaksens mempunyel tugas meleksanaken seba-

glen tugas Sekretarint Wileyah/Daersh dalsm bidang Hukum, Orzanisasi den
Tatalaksana,

Pagal 17

Untuk menyelenggarekean tugas seperti dimaksud dalem pasal 16 Peraturan Dae-
rah ini, Baglien Hukum, Organisasi dan Tatelaksana mempunyel fungsi @

a, mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah dan meneliti produk-produk hu -
kum lainnynj

b. memberikan bantuan hukum didalem dan diluar Penpgndilan i
c. mengikuti dan mengolah perkembengan hukun $

de mengolah dan mempersiapkan perijinan yeng menjadi wewenang Daereh j

e, melakukan penelitian dan pengembangan organisosi den ketatalaksanaen
f. melaksanakan kegiatan perpustakaan :

L]
g. menyelenggarakan tata-usaha Bagian.
Pasal 18
Bagian Hukum, Organisasi dan Tatalaksans terdiyd deri :

a, Sub Bagian Penmdang—'lmda,ngan :
‘b, Sub Bagian Tata Hukun ;

¢, Sub Baegian Perijinen ;

d. Sub Bagian Organisasi dan Tatalaksana ;
e, Sub Bagien Perpustakaan.

Pasal 19
Sub Bagian Perundang-undangan mempunyei tugas 3

a. mengikutl perkembangan hukum pada umumnya, dan hukus yang menyangkut
tuges Pemerintah Daerah pade khususnya j

b. mengodakan penelitian, pengumpulen dan pengolshah data hukum yang berhu=-
bungan dengan tugas Pemerintah Daerah i

c. mempersiapkan Ranoongan Pernturan Daerah dan merpliti produk-produk hu-
hum lainnya j;

d., menerbitkan Lembaran Daerah.

Pasal 20
Sub Bagian Tata Hukum mempunyai tugass 1

a. menyelesaikan persoalan-persoalan hukum yshg renyangkut bidang tucas
Pemerintah Daerah ;

b, memberikan bantuan penyelesaian hukum didalam dsn diluar Penradilan

kepada pegawai/pejabat dalam lingkunren Pemerititahen di Daersh yanr
tersangkut perkara delam hubungan kedinasan.

Pgsg; zl sessnnne
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perkara dalam hubungan kedinasan,
Pasal 21
Sub Doginn Perijinan

Sub Dng:;taﬁ Perijinon mempw;ii ‘tugas:
a, mempersiapkan kotemtuan-ketontuan persyeraten psrijinan j
b. mempersiapicn dun mengolch peoverian dan pencchaten perijiran j
¢. menghizpun dan méngolah pertizbangan-pertimbangan yang berhubungan dengan
© perijinon, ]
Pasal 22 -

Sub Begdean Organisasi ¢ou Tatalsksana nemparyai tugas @
2. menaumpulkan, mensistimatisasikan dan mengolah data yang diperlukan;

b. mempelajari, wenganalisa menilai dan mengajuken saran perbaiken tentang peru-
musan tujuan, saseran fungsi den susunan organisasi semua satuan orgonisasi
dalcin lingkungan Pemerintahan ¢éi Daergh,

¢. menganalisa, ronilaidon mertmnskan penetapen uooren, jenis dap kwalitag sara-
rx lig=datia L ccawn sl orgonishsi dalan lingikamgen Penerintahan-di -Deerali;

d. mempelajari, mengapalisa, menilai dan mengejukan saran perbailan sistim tate-
cara,methode beban kerja dan ukuren kerja;

€. mern;'ele:w_ggara!mn perumsan néskah laporen dan penmyediaan date,
Pasal 23

Sub Bagian Perpustakaan mempuryai tuges:

8. merencanakan leeperluan perpustekasn;

b. memelihara bula dan alat-alnt perpustakean leinmya, serta memyelengearaken
administreiiag ;

c. mencatur peminjaman buku-bulu,

Dogian keempat
Dagian Keuvangan
Pasal 24

Bagian Kevangan mempunyei tuges melaksanckan sebagian tugas Sekretariat Wilayah
/Deerah dalam bidang kewingan.

Pasal 25
Untuk menyelenggarcken tugas seperti dimaksud dalam pasal 24 Peraturan Dnerah
ini, Rogian Keuangan mempunyei fungsi : ;
. a.mempersiapkan bahan dan meiyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daereh;
b. méngelola administrasi K ngan Daerah;
¢. mengadakan penilaian pel-i-san2sn Anggaren Pendapntan dan Telenja Deerehy
d. menyusun rancangan Peratvaan Deerch dalam bidang Keurngan Deerah;

s merumskan petimjuk-petur iuk pelaksansen Peraturan Deerah d2lem biderg Keun-
angen Daerahj;

fo turat serta merencanaken 1in mempersispken ketemtunn-ketentuan peningk=t n -
pendapatan Daerah;

€. Menyelengg arakan tala ws » Dagioan,

Pasal 26
Dagiap Xewnmn
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Dacinr, Kouvangan tordird deris
2. Suy legien dngearan;

N, Sub Depian Pembulcuan;

0. Sub Degian Perhendeharaen; i
d. Sub Bagirn Pembinaan Sumber-sumber Pendapatan Deerah,

Pesal 27
Sub Dagion Ance aran mempuny=i tugas:

e. moupersiapken rencengan Rencana Anzgaran Pcndapctan éan JJlimj'l Dac=ah;

b. gempersiarken petunjuk-petunjuk temteng peleksansen Angreren Fendaratan dan
Yelanje Dacreh;

0. menyicpken Surct Keputusen Otorisasi;

d, renerime den menganalisa laporen-laporan temtang pensgumaen dnggeren Fundee
paten dan Delenja Doerah;

2, mempersiapken perhitungan Anggaren
Pasal 28

Suwb egion Perbukuan mempunyni tuges @

1. menzelole dat. pemnikudn mengenai PeBeriman-penerimean dan 'pengalmr!n R 0=
lwaran merurut tuamnrwﬂ

S lll)lemeri'lrs'l, meneliti dan mnilal renlisesi Anggaran Pendepatan den Delanja -
aereh

Pasal 29
Sub Dagien Portendcharsan mempumyai tugrs @
. mencrbitknn surat perinteh penagihan;

"
]

”

« menguji kebenaran penngitien;

]
.

s nertitkan surat Perdntah memboyar uang. atas keputusan Otorisasij

. memberiken pertimbengan 2on mengilatti peleksapiop ;en;f..lesni.n TASAlAN=IAsA-
1lah pertendataraan dan ranti rugi,

Pesal 30
Sub Bagien Pembinasn Sumber-sumber Pendapotnn Daerrh mempuryai tugras:
c. merencanalarn dan merumiskan peningkaten sumber-sumher Pendapetan Mernn;

b. merumuskan petm,]uk-petxmiuk tentong puningknten den perbinzen Fendapatr=
nereh;

c. turat serta menyiepken pet\m,‘]uk-petmnk tdvhaio tentang palaksanaan pening-
kctan sumber-sumber Pendapotan Daerchj

d. sccare hirarkhis. nembira unit orpemisasi yang @da rubungapmya de-orr. pe=reuke
kan keunngen Deerch;

e. turut merurmskon Peraturcn Drerel: tenteng perdmgtkatan sumhor Pendamalen Dre=
rah;

f. ﬂr:l.m,maistim‘tn:' sikan dan pengenalisa lapor-n-1porin ter' “ne Jer-
dL paton Daera’.

a7l

g. mengilkuti kegintﬂn—kegir.tnr peningkatar l_"unc‘:‘.vr‘.’c'.&n Deernh,

Tngier Reldmn
Jagian Perekonpminn
Pasal 31

oagian Perekonomian rempuy©i tug o weldksantk.n r:e‘bﬂrior tuﬁr, Sekretari st
Wileyeh/Daerah i bidang Perekoromir. .,
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Pasal 32

Untuk meryelenggerakan tugns seperti dimaksud dolam pnsal 31 Peraturan Duerah
ini, Dagian Perokonominn mempunyni fungsi :

a. membina, mendorong dan mengembangkan perekonomian msyarakat, prasaren? per-
‘ckonominn mgyarnket, Perusahaan Dnerah, Perbankan Daersh dan Lerbags per-
kriditan Dnorah; _

b. mengembangkan dan mengeloln lalulintas komoditi dan trayek-treyek tronspor-
tasi sesuni dongen peraturan pemmdang-undangan yang berlnku

o. menyelenggarakan totn usahe Dagian,
Pasal 33
Dagian Perekonomian terdiri dari @
a, Sub Negian Pembinnan Perckonominn Nelkyet ;
t. Sub Bagick Pembinaan Prasarano Perckonomion Rakynt ;
0. Suh Duginn Pembinaen Perusahnan Daerah dan Perbarkan Dacrah,
‘ | Pasal 34
Sub Dagion Pembinnan Perokonomian Relyat mempuyai tugas :
a, mendorong budi daye perkembangen perekonominn rakyat ;

b, mendorong peningkatan pengolahan hasil perekonomirn dan kegistan perindus-
trion rakyat;

c. rendorong pembinaan tate niega hasil produksi rakyat;
d. menyelenggarcken perumusan nAskah laporen dan penyedifaen data,

Pagal 35 .
Su» -Dagisn Pembinann Prasarann Perckonomisn Rakyat mempunyei tugas ¢
a. mengatur trayek-troyek- transportasi;
1. mengusahekan kelanoeran lalu lintas komoditd;
c. membine peningkatan sarena den prasarenc perekonomisn rekyrt,
; Pasal 36 ;
Sut Dagizn Pembinaan Perusahaan Deersh dan Perbenkun Doerah mempumyai tug-s :

2. mengumpulkan, mensistimatisasikan dan mengenalisa date dan laporan Peru-
sehaen Daerah dan Perbanken Daerah;

L, merencanakan dan mempersiapkan ketentuan-ketentuen untuk pem!incan Perucn-
hoen Daersh, Perbankan Daerah dan Lembage Perkriditen Deerah;

c. mengikuti kegintan-kegintan Perusahaan Dnergh, Perbankan Daereh den Lemba-
g2 Perkriditan Doerah,

Dagirn Keenam
Dagian Pertangunan
Posal 37

Daginn Pembangunan mempunyai tugas melal:sanakan sebagian tugns Sekretarint «i-
layah/Dnernh dibidang pembangunan yeng dibinyai dengan Anggeran Perdapoten dan
Polenja Daersh, Dontuen Pembangunan dan Dana-dana Fembanginen lain, baik dard
Daerah Tingkat I mwupm dari Pemerinteh Pusat,

P?aal 38

Untuk menyelenggarakan tugas seperti dimeksul dalem pusal 37 Pereturan [eersh
ini, Dagian Pemtangunan rempunyal fungsi @ '

a. mengumpulkan, memelihara dan mengolah data-dsta serta rexya jikan dolomen -
tasi informsi :

b, melakuken koordinasi pemyusunan Progran tahunan Peuf\zn.gﬁun Deerch dalanm
linglmgan Sekretargnt Wilayah/Dacrah dn svtuan Orgonisosi ledn yang ditu-

gaskan kepadagya ; o et )
. Penzedetan. L ieieiie: o,

Dipindai dengan CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

'@

¢

e W

¢, mengadakan penfendn.lian administratip pelaksansan Fembangunan Dasrah yang di.
biayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dasrah, Bantuan Pesbangunan dan
Dana-dana Pembangunan lain dard Dasreh Tingkat I mawpun dari Pezerintah Pusat)

d, melaksanakan evaluasi dan penyusunan lzporan pelaksandan pembAngundn.
Fosal ¥

Bagian Pembangunan terdiri dari |

% Sub Bagisn Penyusunan Pelaksanaon Piogram)

be Sub Bagian Pengendalian Peleksannan Prograam)

c. Sub Bagian Eyaluagi dan Laporan,

Pasal 40
Sub Bagisn Penyusunan Pelaksanaan Progrom mempunyal tugas sengimpulkan, zenglnd-
lisa dan mengolsh bahan-bahan untuk penyusundn program pamban Daarah yang

Wilayah/D t II dan sato-
i?igi‘iﬂs: iﬂ%uﬁﬁm; yang l5.1!.bm'.|.:;;ni1 :hh Arggaran Penda-
patan dan Belanja Daerah Tingkst IT, bartuan Daorah Tingkat I dan bantuan Peme -
rintah Pusat dalam rangka koordinasi penyusunan Progres-program Pesbangunan Dae-
rah,

Pazal 41
Sub Bagian Pengendalian Pelaksanamn Program mewmpunyai tugas 1
a. menyinpkan pedoman dan memberi petinjuk cara pelaksandan Pesbangunan Dasreh)
b. mengikuti perkembangan poloksandan progres Pesbangunan Daerak.

Pasal 42
Sub Bagian Evaluasi dan Laporan mespunyai tugas @
a, mengumpulkan dan mengolah data polaksandan pregrem pémbdaagusan |
b. menyusun bahan laporan pelaksanian program Pembangman Daerah )
c. menyelenggarakan, mengisi dan memolihara Ripta Loka,

Bagian Ketujuh
Bagion Kosojahteraan Rakyat
Pasal 43

Bagian Kesejaltoraan Rokynt mempunyai tums sclaospalown sebaglas tagas Sekrets-
riat Wilayah/Daerah dalan bidang Kosojahtoraan Rexyet,

Fasal 44

Untik menyelenggaralcan tugas geporti dimaksu! dales pasel L) Perst ren Desred
ini, Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyal fungei

a, morumuskan rencand, mengarabkan dan meagkoordlsAgliw keglatasmksriitis e =
ningkatan Kesejahferaan Rakyvat;

b, mengatur perifinap usaha sosial sesuai denpan perat T perslap - endangan
yang berlakuj

c. monyelenggarakan tata waaha Daglan,
Pasal 45
Bagian Kesojahteraan Rakyat terdiri dari :
a, Sub Bagzian Sosial;
b. Sub Bagimn Agama, Pondidikan dan Kebulayaan;
..¢.-Sub Bagian Kesehatan Masyarakat,
Pasal 46

Sub Bagian Sosial pempunyai tugaas i

a, mengumpulkan, rensistigatisagilmn dan penginalisa deba yang berwgengen & -
ngan penderita cacad, tuna karya, tuna wissa, puti pecen, kerban bhemesns
alam dan lain-lain;

b, mempersispkan §an mempertirbangan penherian ) in teradep kegistan-heglstan
Sosial yang beghubungan dengan portunjukan-pertun)igmna, uwndisn, pasar e

dan lain-lainj
[ - mlun’un (R R RR ]
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C. merencanckan, mengatur dan mengkoordinasilan bantuan kepada bedan-baden
Sosial dan korban Dencana Alam;

d. mongkoordinasikan perensanacn dan pembangunan Perumshan Rakrnt.
‘ Pasal 47
Sub Dagicn Agame, Pendidikan dan Kebudayaan mempunyed tuges :

8. mongumulken, mensistimatisasikan dan menganalisa data delam bid~r= Agamo,
pendidikan den kebudayaan ;

b, merencanalen pemberian bantuan terhadap kegintan masyarskat dibidang keage-
mean ;

0. mengkoordinasikan perenganaan kegiatan-kegistan untuk memupuk kepercayfan
Relkyrt dalam bidang keagamnen dan kepercayaan masing-mesing j
d. merencanckan kegiaten peningketen kerulunan hidup beragemn ;

e. meubantu Instansi yeng bertugas dalam bidang urusan Hnji;

f. merencenakan pewberian bantuvan terhadap kegisten masyaraket delam bidang
pendidikan dan kebudnyeen; '

g« merenconakan kegiatan-kegiatan untuk meningkatken keolahragean, kepramukean
den kepemudaan,

Pasal 48
Sub Bogin: Kesehatan Masyareke* mempurgai tusas ¢

2. mongumpulken, mensistimatisasikan dan men-rnalisa date dalam bidans keber-
sihan dan kesehatan masyarakat ;

b. wengkeoordinir kegiaten-kegiatan untuk meningkatkan kebersihe:) den kesehatan
masyoarakat ; .

c. merenconakan peningkatén sarona kesehatan don mengkoordinusikan peuberantas-

-an penyekit menular, pengawasen rumah Skit, perusahean ohat-obatan dan
lain-laing

d. mengkoordinasikan pelaksanaan dibidang Beluarga Berencana dﬂn'.wﬂnstﬂm
mutu Gizd wakmnensrakyat, ’ 8

Bagian Kedelapan
. Sagim Unun, Hubunpgan Masyarakat dan Protokol
Pasal 49

Bagian Umm, Hubungan Masyarakat dan Protokol nempuyni tug?s melaksanakan se- -

bagian tugns Sekretariat Wilayoh/Daerah dibidang Umm, Fubungen Mesyarakat dan
Protokel. « ‘

Pasal 50
Untule menyelengggeakan tugas seperti dimaksud calam pasal 49 Peraturen Daerr)
ini, Bagian Umum, Hubungan Masyaraskat dan Protokol mempuryel fungsi @
a, melaksanekan urusan tatf usaha dan pembinaan kearsipenj
b, melaksanaken urusan rumah tangga Sekretarint Wilnyah / Decrahg

c. melaksanaken wrusan dan! kegiatan keamanan kedalam, terhadap personil meteri-
nl dan informasi;

d. mengatur dan nenperti:nhémg;m perijinoan penppunz-n nilik Daerah;

e. men7adekan hubungan dent:an lembagd resmi din mesy rokat dai®m rangkn tukar -
menuker infornnsi;

f. melaksanaken urusan prolickol dan perjalansy, dinas;
g. menyelenggarakan tata uisaha Bagien,

| Pasal 51

Darinn Umum, Hubungen Msyoralkat dan Protokel terdiri dari:
a, Sub Pagian Tata Usaha;

S T T I
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be Sub Bagian Rumah Tangga;

c. Sub Bagien Pengamanan Sandi dan Telekomunikasi;
ds Sudb Begian Hubungan Masyarskat dan Protokol;

®. Sub Bagian Pengadaan dan Perawatan Peralatan.

Pagal 52
Sub Baglien Tata Ussha mempunyai tugas
&, menerima, mengetik, mengagendekan, mengekspedisi dan mengirim surat-suratj
b. menyelenggzarakan den membina kearsipan,
Pasal 53
Sub Bagian Rumah Tangee mempunysl tugas :

a. menyelehggatrekan edministrasi dan inventarisasi harta bende Sekretariat
Wilayah/Daerah}

b. mengurus penyedioan, penyimpanan dan pengeluaran barang-barang keperlu-
an Pemerinteh Daerah;

¢, mengurus keperluan rumah jabatan Kepale Daereh dan rumah jabatan Pejabat
pejabat Pemerintah Daerahg

d, mengurus penggunaan dan pemeliharaan kendaraan dinas Sekretaris Wilayah/
Daexrahj;

e, menyediaken tempat untuk keperluan rapat-rapat pertemuan dinas lainnyaj
f. menyelenggarakan pengamenan fisik kantor Kepala Daereh;
g+ mengatur dan memelihara kebersihan rueng kantor dan sekitarnya,

Pasal 54
Sub Bagian Pengamanen Samdi dan Telekomunikasi mempunyal tugas 1

a, menyusun petunjuk-petunjuk tentang pengamanan informesi, personal den
material;

b. merencanakan kegiatan-kegiatan pengemanan informasi, personal dan
material;

¢+ mengirim, menerima dan menyampaiken berita sandi den berita-berite lain-
nya; :

d, membina, mengembangkan dan memelihara alot-alet don telekomunikmsi;
e, mengatur jaringan hubungan komunikasi,

. Pasal 55
Sub Bagian Hubungan masyarakat den protokol mempunypi tugsas 1

a, mengikuti segala kegiatan Femerintah Daerah, Instonei-instansi Pemerin-
tah lainnya dan perkembangan yang terjadi didalam masyarekat;

b. menjadi jury bicera = merintah Daersh sesyai dengsn petunjuk-petunjuk
yang diberikan Kepala Daexah;

C..mengumpulkan dan mengolah data sebagal bahan pertimbangan;
d. menyelenggarakan penerbitnn den mengatur penyebarennysi
e, mempersiapkan acara parjalanan dinas Pemerintah Dasrah;

f. mempersiapkan penerimaan tamu-tamu Pemerintah Daerah, upacara-uprcara
pelantikan, rapat-prapat dimas den pertenunp-pertenusn lainnys ymg di-
selenggarakan oleh PemarinFah Daerah;

g. mengurus perjalanan dinas.

'Pagel 56
Sub Bagian Pengadean da n Peraweten Poralatan mempumy=i turss 1

l' M.‘:Lﬁ: sans
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a, mengliuti perkembangan dan pengumpulan informasi harta serta menilei mutu per-
bekalan yang diperlukan Pemerintah Danerah;

b. menyelenggarakan tender pengadaan perelatan yang diperluken oleh Pemerintah
Daerah;

¢, meryelenggarakan poriolinn peralatan yang diperluken Pemerimteh Daerahj
d. monyelenggarakan adainistresl pemerimaen dan pengeluaran alat-alet;

e, mongatur, memyimpan dan menyelenggaraken pemeliharsan dan pengémanan berang-
barang dalam gudang;

£, mempersiapkan, memyusun dan merwmskan petunjuk-petuniok tokimds pnah.'uhm‘aﬂn
barang-barang serta mng:ucubi perkamba.ngan pelaksanaanmya;

g. memelihara Perumahan Dinas,

Bagian kesembilan
Bagien Kepegawaian
Pasal 57

Degian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanaken sebegian tugas Sekretariat Wils-
yah / Deerzh di bidang Kepegawaian,

Pasal 58

Untuk menyelenggaraken tugas seperti dimnksud dzlem pasal 57 Peraturan Daerah ini
Doglan Kepegawaien mempunyai fungsi:

a. mempersizpkan Rencangen Peraturan Dnerah dalam bidang Kepegawninn;
b. melaksanakan administrasi Kepegaweian; :

c. merencanskan dan meleksanakan kegiatan untuk peningketan kesejahterean pege-
wai;

d. melakukan pembinaan kariar pegawai;
e. melakukan segala sesuatu yang wenyangkut keduduken hukum pegawai;
f. menyelenggerakan tata usaln bagian,
Fesal 59
Dagirn Kepegawrmian—terdird dari:
a, Sub Dagian Umm Kepegauaim
b. Sub Bagian Pengemba.ngan Karier Pegaumr
c. Sub Dagian Mutasi Pegawai,
Pasal 60 -
Sub Bagian Umum Kepogawaian poopunysi- $ugas :
a, mengikuti perkembangan peraturan permdang-undangan dalam bidang kepegeweioni
b. menyelenggarakan segala sesuatu mengenai kecdludukan hukum pegawai;

¢, merencAnakan dan mengurus kegizten untuk periingkatan kesejahtere.an pegavoi,
menyelenggarakan bulai pengobatan den -perumsthan;

d, menyelenggarakan perumusan naskah laporan detn pemyedinan data,
Passl 61

Sub Degian Pengembangen Karier Pegawni mempuryt:l tugas @

a, Iem an dan mengolah date pegawei untulg perencanton kepegavitn;
b, Dorensenakan susupan kepogavadan ( formsi ); ¢, rempersieplen
" —
e ————
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G+ Mempersiapkan segala kegiatan yang berhubungan dengon pemberian penghargaan
dan tanda jasa terhndap pegewai;

d. werencanakan pendidikan pegawai dan ujian Dinas.

Pasal 62

Sub Bagian Mutasi Pogawai mempunyai tugas :

a. menyclenggarakan penyelesaian administrasi kepegawaian j
b. menyusun daftar urut kepangkatan Pegawai, baik Pegawai Pusat maupun Pegawai
Daerah ;

¢. memelihara daftar pernilaian pelaksanaan pekerjaan ( conduitestaat ) ;
d, mempersinpkan data kepegawaian baik Pusat maupun Daerah,

Bagian Kesepuluh
Tata Kerja
Pasal 63

(1) Dalam melaksanaken tugasnya Sekretaris Wilayah/Daerah, Kepala Bagian dan

Kepala Sub Bagian menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi
gecara vertikal dan horizontal,

Setiap Pimpinan sotuan organisasi dalam lingkungan Sekretariat Wilayah/Da-
erah bertanggung jawsb memimpin dan mengkoordinasikan baw a masing-no-

sing dan memberilmn bimbingan serta petunj uk-petunjuk bagi pal:mﬁnm tu-
gas bawahannya,

(2)

Pasal &,

(1) Setiap Pimpinan satuan organisasi mengikuti dan mematuhd petunj uk-petunj uk

dan bertanggung jawab kepada atasannys masing-masing dan menyeampaikan
laporan pada waktunya,

(2) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan satuan organisasi dari bawahan
diolah dan dipergunokan sebagai bahan psnyusugan lsbih lanjut dan untuk
memberikan petunjuk kepada bawahan,

Fagal 65

(1) Para Kepala Sub Bagian menyampaikan laporan pada waktunga kepada Kepala
Bagian masing-masing sesuai dengan bidang tugoanya,

(2) Kepala Bagian menampung laporan dimaksud d

aq menyusun serta menyampaikan
kepada Sekretaris Wilayah/Daerah tepat pa 4 B

da waktunya,
Pasal 66

Setiap kali menyampajkan laporan kepada atasan, towbusan leporan disaspadkan

kepada Pimpinan satuan organisasi lain yang secera fungsional mespunyai hu -
bungan kerja,

Pasal 67

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap Fimpinan satuar) organisasi dibantu oleh
Pimpinan satuan organisasi bawahannya dalom rangka pemberian hubungan kepada
bawahan masing-masing, mengadakan rapat berkale,

Pasal &8

Kepala Sub Bagian Pengamanan, Sandi dan Telekomunikawi dalem r:enjnlnhk-l!: ta -
gosya, taktis operagional berada ¢ihawah dan bertangpung jawab kepada Sekre-
taris Wilayah/Daerah, sedang tekhnis adninistratip i»erada dan bertangguns js-
wab kepada Bagian Unmm, Hubungan Masyarakat dan Protcdkol.

W
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Pasal 69

Kopala Sub Dagian Perijinan da
_ i eragional ber-
g g bert.anggung o menjalankan tugasnya, toktis op

; « kopada Sekretaris Wilayah/Daerah, sedang tel}-
nis administratip berada dan bertanggung jaweb kepada Jagim Hukum, Organisasi
dan Tatalaksana, Y

Bagian Kessbhelas .

Bagon Susunan Organisasi
Pasal ™
Dagan ouswnan Organisaai Sokretariat Wilayal/Deerah dan Sukretariat Dewan Per-
wakilan Rekyat Daerah seperti tersebut pada Lampiran = Peraturan Daerah ini.
Bagian Keduabelas
Formasi dan Penempaten Personal
Passl 7 ;

Formasi Kepegawaian Sekretariat Wilnyal/Daerah dan Sekretariat Dewan Poryakilen
Rakyat Daerah, diatur kemudian sesuai denpan peraturan-peraturan dan peru.ndang-
undangan yang berlaku,

Pagal PR
Kecuali Sekretaris Wilayah/Dacrah, panempatan personal pada Sekretariat Wilayah
/Doarah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dasrah,
BADR -1
SEKRETARIAT DEWAI! PESWAKILAN RAKYAT DAERAH
Bagian Pertama
Kc:du.dukan, Tugas Polok, Fungsi dan Susunan
" Organiszsi
Pagal 73

(1) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerch adalah unsur Staf yang membantu
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah dalam menyelenggarakan tugas dan -
kewaj ibannya,

(2) Sekretariat Dewan Pervakilan Iokyat Doerah dipimpin oleh seorang Bekretaris
Dewen Perwaltilan.Ralcyat Daerah.

Pasal 7

Sekretariat Dewan Peryakilan Rolyat Daerali mempunyai tugas molaksanskan sepds
usaha dan kegiatan dalam menyelenggayakan sidang-sidang, pengurusan rumah
tangga dan keuangan Dowyan Peryakilan Ralcyat Daorah.

Pasel 75
Untuk menyelenggarakan tuzas sepert? dimaksud dalem panl 74 Peraturan Dasrah
ini, Sekretariat Dewan Peryakilan Ralyat Doerah mempunyai fungsi :

a. koordinasi dalam arti mengatur dan mew>ina kerjassma, mengintegrasikan dan
mensinkronisasikan ssluruh penyelsnyggarcan tugas Sekreteriat Deyan Perva -
kilan Rakyat Daerah;

b, perencanaon dalam arti mempersiapkan rencana, mengolah, msnelaal dan meng-
koordinasikan perumusan kchijakganazn Pimpinan Dewon Perwakilan Hokyat Duc-
rah ;

‘. pombinaan administrasi dalam axti penbina urusan tota usaha, meneelola dan

meabina kepegawaian, mengelola keouwaegan dan perbekalan Dewan Perwakilan
Rakyat Dacrah ;

d, menyelenggarakan persidangan dan -pamhudtan risalah rapat-rapat yang dise -
1:nggarakan oleh Devan Perwaliilan Rakyat Daerah ;

6, loomanan dan ,,secse
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h :wh;«;’hmmm dalam nrtd momelihara dan memhina ksamenen serta
Fapnd 7§
Shretortat Down Pervalllan Makett Dnernh terddr! dard ¢
Ay 32 Daplan Umum)
e Sub Dnglan Peraldangan dan Risalah)
e St nglen Kawrngan,
el 77
S Taglon Degs mespurgd tuge
o merporedagien ponyelengaracn rapnt-reprt Dovan Ferwakilan Rekyat Dnerahs
by epereiadan reneany perjalanan dinte Pimpdnan dan Anggota Dewan Perwakilan
Takyrt Drerehy

o+ menguraa memh tangpd,rumah jabaten dan godung-godung Dewan Perwakilan Rak-
"’-‘ &A‘th

4. menamus kenlirasnekendaraan dinas dan barang-barang ladnnye dan menyeleng-
paralen keamenen pada Kantor Dewan Ferwakilan Rekyet Dnerahi

e. 1) sankan pokerjnan surat-penyurat yang diperluken oleh Dowan Perwaldlan
Wt Dul‘c-h.

Pasal 7B

S Dapian Persid=nemn dan Risalsh mempunyed tugas @

a. woryelensgarakan popbuntan Risalsh rapat yeng diadekan aleh Dewan Perwaldi-
-2n-Feigmt Dnernhj

‘. mesporsispian ponerimnan tams-tamu pimpinen Dewan Ferveldlan Rekyet Daereh;

. mrpersinpkan ropat-repat yang disalenggorakan oloh Deven.Perwakilan Hakyat

Daerah, beik wal ddninistrasi mupwm tata tempat.
Pasal 1
S Negien Keuvangen mempuryi tugas ¢
e. merencensken anggeren pengeluaren Sekretariet Dewen Perwakilen Relyel Deerchj
b, mergwrus kowingen untuk keperlusn Dewan dan Sekretariat Dewan Perwakilan
Ra)yet Deereh; w7y
e. meryusum laporan keuangon Sekretarint Dewan Perwakilan Raky=t Deeren,
Dagien Kedun
Tata Kerje
Pasal go
yreterist Devan Ferwekilmn Ralyot Doerah delam menjalenken tugasnya bertang-
fe jawb kepada Ketua Dewan Perwckilan Rakyat Daerah, sedang teldmis admi -
.u-.tmzfrztip rengilarti petunjuk-petunjuk dan dibina oleh Sckretaris Wilayenh/Deerah,
Pasal #1 7
(1) Delem meleksonaken tugasnye Sekretaris Deean Perwakila.x? Rakyat Deerah dan
pere Kepeln Sub Degifn menerapkan prinsip koordinasi, integrasi den sin-
Jomisael, :
2) Setiep Pimpinan satuan organisasi dalam lingkmgen Sekretariat Dem}n Per-
(2) m.kﬂtr:n Ralyat lhet!lh bertanggung jawab memimpin dan mngkocm@inasﬂan &
pawalennys rasing-mising serta memberikem bimbingen dan petun juk-petunjuk
begd peloksenaan tugas brwahannya, ;
‘ Pasal 82
1) Setiep Pimpinen satgm-aganisasi wejib mengilaxti dan memetuhi petunjuk -
(1) patmlj’\nc'dnn bertanggung jaweb kepada atasan masing-mesing dan menyam-
peiken laporan berkala pudn waltunya.

(3) Babdnme i aaiiaisaii
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(2) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan satusn organisasi dari
bawahen, wajib diolah dan dipergunaken sebagei bshan penyusunan

laporan lebih lanjut dan untuk memberiken petunjuk-petunjuk kepade
bawahan,

Bagian Ketiga
Bagan Susunan Organisasi
Pasal 83
Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rekyat Daersh se-
pertl tersebut pada pasal 70 Peraturan Daerah ini.
Bagian Keempat
Tormasi dan Penempaten Parsonal
Pasal 84

Formasi Kepegawaien Sekretoriat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diatur

kemudian sesual dengan peraturan-peraturan den perundeng-undangan yang
berlaku,

Pasal 85

_ Kecuali Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah penempaten personal
(O pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditetapkan dengan Kepu-

tusen Kepala Daerah,
BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 86

(1) Peraturan Damerah ini disebut "Peraturan Daersh Kabupaten Daerah

Tingkat II Banyumas tentang Susunan Orgenisasi dan Tata Kerja Se =
kretariat Wilayah/Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerzh Kabupaten Daersh Tingkat II Banyumas",

]

(2)

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Susunaen Orpanisasi dan
Tata Kerja Sekretariat Daerah Tingkat II Banyumas yang ditetapkan
dengen Surat Keputusan Bupaeti Kepela Daerah Kabupaten Banyumes No.
190/1/2/KDH, tanggal 25 Nopember 1974 dinyatakan tidek berlaku lagi.

(3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tangpal diundsngkan.

Agar setiep orang mengetahuinya, memerintehkan pengundengan Peraturan
> Daerah ini dengan penempatannya delam Lembaren Daerah,

Purwokerto, 19 Pebruari 1979.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bupabl Kepala Daereh Tingkat II
Kebupaten Daerah Tingkat II Banyumas

= .“‘?;Wakil Ketua; -
\z S Ppra

) R m
"._'f‘_‘_ :\,‘J % o —
s, '[(rt- '/

/A, WUSATIIM RIDIO X ROEDJITO

Banyumas,

Dipindai dengan CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH \t
TINCKAT II a;imms
STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT NCMOR : 2 TAHUN 1973.
WILAYAH/DAERAH DAN SEKRETARTAT : TANGGAL : 19 PEBRUARI 137,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 7
KABUPATEN DAERAH T INGKAT IT DEJAN PERAJAKILAN FAKZAT i
: TINGKAT II % DAERAH TINGKAT II E
|
SEXRETARIS WILAWRE/E = = - el e i
DAERAH TINGKAT TII '
|
' :
ASISTEN SEKRETARIS ‘
WILAYAH / DAFRAH :
I
e I 1 | T == P — -
d Ragian Hukum, I ) : Begixa Kese - || Bagian Unum - Sekretariat ;
Bagian Orgaaisasi day 3agian 3agian Bagian jahicraan Rak || Hubungan Mn’sya Kap:gxm Dewan Pemgkue:i.
Pemerintahan Tatalaksa:a Keuangan Perckonomian Pombanguran at rakat dan Pro a R%kyfﬁzt- 1T
s 7 tokol -5-“5-. gy
4 S—i— 2, r e — e e L ————
Sub Bagian ;
f . . Sub 3agian . Sub 3agian Sub Bagi. 2 Sub Bagian Sub Ba U a Sub Bagian
.| Sub 3agien |l} perundang- i igb 2:5{113" | | Pembinaan Ped | gﬁl:unan:?em b Sosia 3 Gy i Ugiaﬁz | m:lanil;nepeg 8 Umum
/ “' Tatapraja uadangan J EE ek,omvﬁnn Ray pram
/ : - Sub 3agian Pe Sub Bapian Ee Sub Bagian &} | Sub Bagian Sub Bagian Pe|||Sub Bagi
;,J JSub 3agian Syb Cagian || Sub Bagian | | Pembmaan Per | || ngendalian Pe | Ll oama, gendi- H Rumah Tangga | ngembangan xalH Pergidag:m
 Pengem>angan | [| Tata Hukum Pembukuan ekonomian Rak laksanaan Pro ﬁ a.n Ke rier Pegawai|||dan Risnﬁ
| Perkotaan 3y yat gram
_ ; Sub Bagian Sub Bagi Sub Bagian Sub Bagian Pe|| |Sub Bagian Mu||| Sub Bagian
Sub 3?31 = Sub Bagian Sub Bagian Pembinaan Per| | | E:bal u:gin:an | | Kesehatan B nimnunan San-||_|tasi Pegawai | L Ke glia
- Eemermtahun 1 Perijinan u Perbgnndahnru- ] uaahgnn gaa 2 Laporan Masyarakat dkoggnn i};.g.ﬁ- uangan
er -
| | Desa "ﬁh( 2 Deerah
Sub Dagi Sub B Buh Jagian
Sub Bagian agian agian L3 Bgzm a-
- H -4 Pembinaan Sum
Kepeu.dud:ﬂcnﬂ | Thar rPgads Totokol
ﬂﬂl’lﬂ -
[ Sub Bagian
Sub Jogian Sub Jagian —-| Pengadaan dan|
Kotertiban | | Perpustakaan Perawatan Per
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